
BUPATl TEGAL

PROVINSl JAWA TENOAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl TEGAL,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi hak dan

kebutuhan dasar petani, pemerintah

Daerah menyelenggarakan upaya

perlindungan dan pemberdayaan petani

secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan di Daerah;

b. bahwa petani sebagai peiaku utama
dalammencapai keberhasilan

pembangunan pertanian dan
berkontribusi bagi keberlangsungan

pemenuhan swasembada, kedaiilatan

dan ketahanan pangan masih banyak

yang belum berdaya dan mendapatkan

upaya perlindungan;

c. bahwa semakin meningkatnya

perubahan iklim, globallsasi dan gejolak

ekonomi global, kerentanan terhadap
bencana alam dan risiko usaha, serta

sistem pasar yang tidak berpihak
kepada Petani, sehingga petani
memerlukan upaya perlindungan dan

pemberdayaan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 7

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, Pemerintah

Daerah bewenang menetapkan strategi
perlindungan dan pemberdayaan petani

di Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c. dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten
Tegal;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkup

Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang usaha Perasursmsian

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3467);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahunl998

tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budi Daya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 46,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

167); Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

tentang Perlindungan Varietas

Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor

241,Tambahan Lembeiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4043);

10. Undang - Undang Nomor 16 Tahun
2006 tentangSistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4660);



11. Undang-Undeing Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

12. Undsing-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentangPetemakan Dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negsira Republik

Indonesia Nomor 5015) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Petemakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republiklndonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010

tentang Hortikultura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

132, Tambahan Lembarsm Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 360);

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 131,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

5433);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);



19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telsih

diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

308, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5613);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2013 tentang Pemberdayaan Petemak

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5391);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
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Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Daerah

I^ovinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Petemakan Dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8,

Tambahsm Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 68);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor

9,Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa



Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani (Lembarein Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 82)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH

PERLINDUNGAN

PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

TENTANG

DAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupatd Tegal.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat

Daerah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.

5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha
tani di bidang tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan, petemakan.

6. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk
membantu petani menghadapi permasalahsm
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,
ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga,
kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan
perubahan ikiim.

7. memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan
usaha. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya
untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk
melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana
pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan
luasan lahsm pertanian, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi, serta
penguatan Kelembagaan Petani.

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya
alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga
keija, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas
pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau petemakan dalam
suatu agroekosistem.
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9. Usaha tani ad£ilah kegiatan dalam bidang pertanian,
produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana
produksi, pemasaran basil, dan/atau jasa penunjang
untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang
bemiartabat.

10. Komoditas pertanian adalah basil dari usaba tani yang
dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau
dipertukarkan.

11. Pelaku usaba adalab setiap orang yang melakukan
usaba sarana produksi pertanian, pengolaban dan
pemasaran basil pertanian, serta jasa penunjang
pertanian yang berkedudukan di wilayab bukum di
Kabupaten Tegal.

12. Orang adalab orang perseorangan atau korporasi, baik
yang berbadan bukum maupun yang tidak berbadan
bukum.

13. Kelembagaan Petani adalab lembaga yang ditumbub
kembangkan dari, oleb, dan untuk petani guna
memperkuat dan mempeijuangkan kepentingan
petani.

14. Kelompok Tani adalab lembaga yang ditumbub

kembangkan dari, oleb dan untuk petani yang terdiri
dari sejumlab petani guna mempeijuangkan
kepentingan anggotanya.

15. Gabungan Kelompok Tani yang seleinjutnya disebut
Gapoktan, adalab gabungan lebib dari satu kelompok
tani guna mempeijuangkan kepentingan anggotanya.

16. Asosiasi Petani adalab kumpulan dari petani,
kelompok tani, dan/ atau Gabungan kelompok tani.
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17. Dewan Komoditas Pertanian adalab suatu lembaga
yang beranggotakan petani untuk mempeijuangkan
kepentingan petani.

18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalab lembaga yang
melaksanakan kegiatan usaba tani yang dibentuk
oleb, dari, dan untuk petani guna meningkatkan
produktivitas dan efisiensi usaba tani, baik yang
berbadan bukum maupun yang tidak berbadan
bukum.

19. Badan Usaba Milik Petani adalab badan usaba

berbentuk koperasi atau badan usaba lainnya yang
dimiliki oleb petani.

20. Lembaga Keuangan Petani adalab badan usaba yang
mengbimpun dana dari pemerintab, pemerintab
Daerab, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit
dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
pembiayaan usaba tani.

21. Lembaga Pembiaysian petani adalab badan usaba yemg
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
jienyediaan dana atau barang modal untuk

22. Asuransi Petani adalab Asuransi Pertanggungan resiko
usaba Tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
berasaskanpada:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;



13

c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi-berkeadilan; dan
h. keberlanjutan.

c.

d.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ditunjukkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:
a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam

rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan
kehidupan yang lebih balk;

b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan
keberlanjutan produktivitas Pertanian;
meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan
dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di
Daerah;

menumbuh kembangkan Kelembagaan Pembiayaan
Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta
kelembagaan dalam menjalankan usaha tani yang
produktif,maju, modem dan berkelanjutan.

Pasal 4

perencanaan; Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani meliputi:
a. Perlindungan Petani;
b. Pemberdayaan Petani;
c. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
d. pembiayaan dan pendanaan;
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e. pengawasan; dan

f. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,
menyeluruh, transparan dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pada:
a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b. rencana tata ruang;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
e. profil Petani;

f. Jumlah Petani

g. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
h. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
i. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya

setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang integral dsiri:
a. rencana pembangunan Daerah;
b. rencana pembangunan pertanian; dan
c. rencana APBD.
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(4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencan£ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling

sedikdt memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
Pemerintah Daerahberdasarkan pada kebijakan
Perlindungan dan PemberdayaanPetani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
b. kepastian usaha;
c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak

perubahaniklim;

f. asuransi pertanian;

g. bantuan dan subsidi;
h. komoditas unggulan;

i. hak kekayaan intelektual; dan
j. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak

sehat.

(3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;

b. penyuluhan dan pendampingan;
c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran basil

pertanian;
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d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,

dan informasi;

f. regenerasi Petani; dan
g. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7 ayat (2) huruf b dihapus

Pasal 8

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
Penyuluh, Pelaku Usaha dan Petani.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek,
jsingka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Perlindungan Petani Temak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
a. Petani yang lahannya berada dsilsun Kawasan

PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
di Daerah.
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b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas
unggulanyang dilindungi.

c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak
memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling
luas 2 (dua) hektare;

d. Petani yang memiliki lahan dan meladcukan usaha
budi daya tanaman pangan pada lahgin paling luas 2
(dua) hektare;

e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

f. Petani temak skala usaha kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PerHndungan petani sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2)huruf d, huruf f, huruf j, huruf k
diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau
mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian
bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi;
a. jalan usaha tani, jalan produksi;
b. dam, jaringan irigasi, embung;
c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
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d. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi
spesihk lokasi.

(3) Sarema Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. benih;

b. bibit;

c. bakalan temak;

d. pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai
dengan standar mutu.

(4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan
Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) secara tepat waktu, tepat mutu, harga
teijangkau serta mudah diakses oleh Petani.

(5) Pemerintah Daerah membina Petani, dan Kelembagaan
Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian
yang berkualitas.

(6) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan
menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang
telahada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Sesuai kewenanganya menyediakan
dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan

Petani.

(2) Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola
Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
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(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat
(3) yang dibutuhkan Petani.

(4) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam PasallO ayat
(3) yang dibutuhkan Petani

Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 13

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah
Daerah:

a. menetapkan kawasan Usaha Tani;

b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada
Petani yang melakseinakan Usaha Tani sesuai

kemampuan Keuangan Daerah,
c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 14

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b merupakan hak Petani untuk
mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan
dapat dilakukan melalui:
a. pembelisin secara langsung;
b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
c. pemberian fasilitas akses pasar.

(2) Untuk Pelaksanakan pembelian secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berpedoman pada ketentuaan perundang-undangan.
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Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur
dengan PeraturanBupati.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukein dengan
menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti
rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gaged panen
akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas

tanam yangrusak;
b. menentukan jenis dan menghitung temak yang

mati; dan
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c. menetapkan besaran bantuan ganti mgi tanaman
dan/atautemak.

(3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dOakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkandengan
Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan
Iklim

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
membangun sistem peringatan dini dalam rangka
mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk
menghindari potensi teijadinya gagal panen.

(2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak
perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat
merubah polatanam dan/atau menggagalkan
panen; dan

b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama,
dan/atauwabah penyakit hewan menular.

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi informasi tentang;
a. perubahan iklim dan cuaca;
b. potensi bencana alam; dan
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c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau
wabah penyakit hewan menular.

Pasal 19

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
hams akurat, tepat waktu, menjangkau selumh wilayah
Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini

dan penanganan dampak pembahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dfflam bentuk Asuransi Pertanian.

(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kemgian
gagal panen akibat:
a. bencana alam;

b. serangan OPT;

c. dampak pembahan iklim; dein/atau
d. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan

Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakuksm untuk melindungi Petani dari kerugian

usaha petemakan akibat:

a. bencana alam;

b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;

c. kematian karena penyebab lain.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekeijasama dengan Badan

Usaha MilikNegara dan/atau BUMD di bidemg asuransi

untuk melaksanakanAsuransi Pertanian.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk
menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan
perusahaan

asuransi; dan/atau

d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian
Asuransi Pertanian,pihak perusahaan asuransi yang
bekeijasama dan bessiran premi asuransi yang dibayarkan
diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
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Bagian Kesembilan

Bantuan dan Subsidi

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Petani
dalam bentuk:

a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang

memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk
lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3);

c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak
kekayaan intelektual; atau

d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada
pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program
Petani.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan temak,

obat temak,
b. pakan, pupuk, dan/atau alat dsin mesin;
c. premi asuransi dsJam rangka Asuransi Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
d. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan

bank;atau

e. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar.

Pasal 27
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(1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada Petani di
Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat{2).

(2) Petani dilarang menyalah gunakan Bantuan dan Subsidi
yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan

keuangan Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian,
besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Komoditas Unggulan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap
Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. padi;

b.jagung;

c. kedelai;

d. tebu;
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e. bawang putih;

f. cabai;

g. melati;

h. sapi;

i. Dukuh kesuben;

j. Durian;

k. bawang merah;

1. domba;

m. Lainya.

(3) Komoditas Unggulan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf h ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melindungi Komoditas

Unggulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
dalam bentuk usulan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan pembatasan importerhadap Komoditas Unggulan

Bagian Kesebelas

Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.

(2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagsdmana
dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
b. teknik penanaman tanaman pertanian;
c. teknik pengembangbiakan hewan temak;
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d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan
temak;

e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika
bibit untuk tanaman pertanian dan temak;

f. teknik pengendalian OPT rsimah lingkungan;
g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia

pertanian maupun petemakan.

Pasal 33

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
dalam Pased 32 ayat (1) dilakukan melalui:

a. paten;

b. perlindungan varietas tanaman;

c. indikasi geografis; atau

d. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajibsm memberikan
perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dalambentuk:

a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran
hingga keluamya hak kekayaan intelektual dari
instansi terkait;

b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan
proses pendaftaran hingga keluamya hak kekayaan
intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah; dan/atau
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c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang
mengalami permasalahan hukum hak kekayaan
intelektual berdasarkan ketentuan peraturan
pemndang-undangan,

Pasal 35

(1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi
oleh hak kekayaan intelektual namun belum

didaftarkan dapat melaporkein kepada Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian
untuk difasilitasi proses pendaftaran.

(2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual
yang prosespendaftarannya dilakukan secara mandiri

dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pertanian untuk dilakukan

pendataan.

Bagian Keduabelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak
sehat.

(2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat

sebagaimgma dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. peijanjian yang merugikan Petani;

b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau






















































